
BUPATI NATUNA

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA

NOMOR36TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2017

PERJALANAN DINAS BAGI PE.JABAT NEGARA, PIMPINAN DAN

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,

PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

Menimbang : a.
t

j

BUPATI NATUNA,

bahwa dalam rangka mengatur ketentuan mengenai

perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai

Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Natuna;

bahwa berdasarkan Pasal 5 huruf a Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara,

Bupati selaku Kepala Pemerintahan Daerah di

Kabupaten berwenang untuk menetapkan kebijakan

pelaksanaan APBD;

bahwa agar pe{alanan dinas dapat dilaksanakan secara

lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan

bertanggung jawab, perlu mengatur ketentuan mengenai

peq'alanan dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan

Anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah, Pegawai

Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Natuna;

b.

c.
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bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2017

tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara,

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rat<yat

Daerah, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna.

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan

Huiu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,

Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten

Kuantan Singingi dan Kota Batam (l,embaran Negara

Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan

Lembaran Negara Republik indoesia Nomor 3902)

sebag4imana telah diubah beberapakali terakhir deqgan

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang

Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53

Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten

Pelalawan, Kabupaten Rokan Hr1lu, Kabupaten Rgkan

Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten

Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota

Batam (Lembqran Negara Republik Indopesia Tafiun

2008 Nomor ' IOT , Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a8B0);

Undang-Undang Nomgr 25 Tahun 2AA2 tentang

Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran

Negara Repubiik Indonesia Tahun 2OA2 Nomor 111,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

a2371;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan kmbaran
Negar4 Repubiik Indonesia Nomor a2861;
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang

Perbendaharaan Negara (Lemabaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OA4 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2AO+ tentang

Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aaOO\

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OA4 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2AA4 Nomor 126, Tambahan

Lembaran Negara Repuplik Indonesia Nomqr aa38l;

Undang-Undang Nomor 27 Tah:un 2OOg tentang Majelis

Permusyawaratan Ralqyat, Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Daerah, Dewgn Perwakilan Rairyat

Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun

2OO9 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 50a3);

Undang-Urd.4g Nompr 12 Tahun 2q11 tenfang

Pembentukan Peraturan Perundang-unda4gan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tpmbahan Lembalan Negala Republik

indonesia Nomor 5%a\
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 201,4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repqblik

Ind"onesia Tahun 2QO4 Nomor 244, , Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah dirubah beberapakali terakhir

dengan Undanp-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten(ang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undangi Nomor 23

Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

567e);
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Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang
Pendidikan dan Pelatihan Jabatan pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor aALgl;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang

Kedudukan Protokoler Dan Keuangan pimpinan Dan

Anggota Dewan Perwakiian Rakyat Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 90,

Tambqhan Lembaran Negara Republik Indqnesia Nomor

4416), sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Peraturan Pemerintah Nomo r 2l Tatrun 2007 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24

Tahun 2OO4 tentang Kedudukan profokole, p.r,
Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan perwakilan

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO7 i\omor 4V, Tambahan l,emfaran Negara

Republik Indonesia Nomor 47121;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelplaan Keuanga4 Daerah (Lembaran Ne6ara

Republik Indorlesia Tahun 2005 Nomor 14Q, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aSTB);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang

Disiplin Pegapai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indoriesia Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan

Lembaran Negara Republik indonesia Nomor S135);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedorynan Pqngelolaan Keuanqan Daepah,

sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2}ll
tentarlg Perubahan Kedua At4s Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedofnan

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik

indonesia Tahun 2}ll Nomor 310);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor B0 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk F{ukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 201S Nomor 2036);

11.

t2.

13.

t4.
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Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang

Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri

Sipil di Lingkungan Instansi Pemeritah (Berita Negera

Republik Indonesia Tahun 2A16 Nomor 1Ba5);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016

tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi

Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri Dan

Pemerintah Daerah, Kepala Daerah Dan Wakil Kepala

Daerah, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pokok-

pokok Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Daerah

Kabupaten Natuna Tahun 2013 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tafrun

2016 Nomor 6) Sebagaimana teiah diubah dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 3 Tahun

2Ol7 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor

6 Tahun 2016 tentarlg Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Natuna Tahun 2OI7 Nomor 3);

Peraturan Bupati Na{una Noryor 53 Tahun 2Ot4

tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan

Daerah (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2CIL4

Nomor 53), sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Bupati Natuna Nornor 34 Tahun 2917

tentang perubahan Peraturan Bupati Natuna Nomor 53

Tahun 2Ol4 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan

Keuangan Daorah (Beflta Daerah Kabupaten Natuna

Tahun 2Ol7 Nomor 34).

t6.
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18.

19.

20.
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI

NATUNA NOMOR 36 TAHUN 2A77 TENTANG

PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA,

PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN

RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI

TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN

NATUNA.

Pasal I

Peraturan Bupati Natuna Nomor 36 tahun 2OL7 tentang

Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan
Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Tidak Tetap Di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna yang telah

diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun ZAW

(Berita Daerah Kabupaten Natuna tahun 2Al7 lt{omor 50);

Qiubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 8 diubah dan disisipkan 1

ayat medadi ayat (1a), ayat 12]l disisipkan 1 Ayat

menjadi ayat (Zal dan Ayat (3) disisipkan 5 Ayat menjadi

Ayat (3a), Ayat (3b), Ayat (3c), Ayat (3d) Ayat (3e)

sehingga Pasal B berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Biaya Pedalanan Dinas Jabatan Dalam Daerah dan

Luar Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 4 pyat

(1) huruf a dan huryuf b terdiri atas komponen-

komponen sebagai berikut:

a. uang harian;

b. biaya transportasi;

c. biaya penginapan;

d. uang representasi;

e. sewa kendaraan dalam kota; dan/atau

f. biaya menjemput/mengantarjenazah.

(1)

PARAF KOORDINApI

ASSISTEI{

KABAG HUKUM wu
KASUtsBAG *



FF'

-7 - 
,

(1a) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Luar Negeri

sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf c

terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut:

a. biaya transportasi;

b. uang harian;

c. uang representasi;

d. biaya asuransi pe4'alanan; dan/atau

e. biaya pemetian dan angkutan jenazah.

(21 Uang harian Perjalanan Dinas Jabatan Dglam Daerah

dan Luar Daerah sebagaimana dimaksud dAlam ayat (1)

huruf a terdiri atas:

a. uang makB.n;

b. ueng transportasi |okal; dan

c. uang saku

(2a) Uang harian Perjalanan Dinas Jabatan Luar Negeri

sebagaimana dimaksud pada aypt (1a) huruf b teldiri
atas:

a. biaya penginapan;

b. uang makan;

c. uang saku; dan

d. uang transportasi lokal.

(3) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud d.alam ayat

(1) huruf b terdiri atas:

a. biaya pedalanan dari tempat kedudukan sampai

tempat tujuan keberangkatan dan kepula4gan

termasuk biaya ke terminal bus/ stasiunf bandara /
pBlabuhan keberangkatan dan kepulangan;

b. retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/
bandara/pelabuhan keberangkatan dan

kepulangan.

(3a) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1a) huruf a terdiri atas:

a. biaya transportasi dalam rangka Perjalanan Dinas

Jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2|

huruf a, termasuk biaya transportasi ke terminal

bus/stasiun/bandar udara/pelabuhan dan biaya
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transportasi dari terminal bus/ stasiun/Bandar

udara/ pelabuhan;

b. airport tax dan retribusi yang dipungut di terminal

bus/stasiunf Bandar udara/pelabuhan

keberangkatan dan kepulangan;

c. biaya aplikasi visa; dan

d. biaya lainnya dalam rangka melaksanakan

Perjalanan Dinas sepanjang dipersyaratkan di

Negara penerima.

(3b) Biaya asuransi perjalanan sebagaimana dimaksud pada

ayat (la) huruf d terdiri atas:

a. Biaya asuransi Perjalanan yang menanggung biaya

asuransi perjalanan selama dalam Moda

Tgansportasi yanq termasuk dalam harga tiket
Moda Transportasi yang digunakan;

b. biaya asuransi perjalanan yang menanggung biaya

kgsehatan selama melaksanpkan tugas Perjalanan

Dinas Jabg.tan; dan

c. biaya asuransi perjalanan yang menanggung biaya

asuransi perjalanan selama dalam Moda

Tlansportasi da4 biaya kesehafan selamal'

melaksanakan tugas Perjalapan Dinas Jabatan.

(3c) Biaya asuransi perjalanan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3b) huruf a dapat dibayarlran deng4n ketentuan

dalam hal bidya asuransi perJhlanan ryenjadi satu

kesatuan dalam harga tiket Moda Transportasi.

(3d) Biaya asuransi perjalanan sebagaimanB dimaksud
pada ayat (3b) huruf b dapat dibayaq!<an deqgan

ketentuan:

a. Pelaksana SPD tidak memiliki asuransi kesehatan

afau sejeqisnya yang berlaktrr di dalam dan di [uar
nbgeri serta dibebankan pada' Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah;

b. sesuai jangka waktu pelaksanaan Perjal4nan

Dinas sebagaimana tercantum dalam $PPD; dan

c. kiasifikasi asura4si perjalanan sesuai dengan

golongan Perjalanan Dinas.
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{3e} Biaya asuransi perjalanan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3b) huruf c dapat dibayarkan dengan ketentuan:

a. memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3c) dan ayat (3d); dan

b. belum diberikan asuransi perjalanan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3d) huruf a dan huruf b.

(4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk
menginap:

a. di penginapan; atau

b. di tempat menginap lainnya.

(5) Dalam ha1 Pelaksana SPPD tidak menggunakan biaya

penglnapan atau bukti pertanggungjawaban

pengi4apan hilang/musnah sebagaimanp dimaksud

dalam ayat (4), berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. pelaksana SPPD diberikan biaya penginapan

sebesar 31o/o (tiga puluh persen) dari biaya

penginapan di Kota tempat tujuan sebagaimana

diatur dalam keputusan bupati mengenai standar

satuan hapga;

b. biaya peqginapan sebagairyana dimaksud pada

huruf a dibayarkan secara lumpsum.

Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) huruf d dapat diberikan kqpada Pejabat Negara,

Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris 'Daerah dan

Pejabat Eselon II seiama melakukan Pedalanan Dinas

Jabatan;

Sewa kendaraan dalary kota sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) huruf e dapat diberikan kepada Pejabat

Negara yang melaksanakan Perjalanan Dinas Jabatan

Luar Daerah untuk keperluan pelaksan4an tugaF di

tempat tujuan;

Sewa kendaraan dalary kota sebagaimana dimaksud

dalam ayat {7\ sudah termasuk biaya untr-tk

penge{nudi, bahan bakar minyak, dan pajak;

Biaya merljemput/mengantar jenazah Bebagaimana

dimaksud dal4m ayat (1) huruf f meliputi biaya bagi

{6)

{7)

t8)

(e)
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penjemput/pengantar, biaya pemetian dan biaya

angkutan jenazah;

(10) Komponen biaya Perjalanan Dinas Jabatan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicantumkan
pada Rincian Biaya Per;'alanan Dinas sesuai dengan

format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupqti ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati iqi dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai

Diundangan di Ranai

pada tanggal 2s lreni tut€

*-+:.T:ffi:,;XfiJtr{

tanggal 2s lrrni zolS

AMIE RIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2018 NOMOR 3A


